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“ Sungguh Allah Menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah 
kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi 
pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” 
(Qs. An Nisa‟ : 58 ) 
 
 
“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan 
(janganlah) kamu menyuap para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan 
sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” 
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                                                                 kampus  kehidupan   dengan   ragam hikmah 
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                                                                 2. Ibunda    tercinta    (Almh.    Sri  Mulyani)  
                                                                 tercurah do‟a  penuh kasih untukmu, semoga  
                                                                 Allah  SWT  memuliakan  Ibu dan kelak kita  
                                                                 diperjumpakan  dalam kehidupan yang abadi  
                                                                 penuh kemuliaan. 
                                                                 3. Bapak  tercinta  (Soekarmo), maafkan aku.  
                                                                 Perjuangan   dan    Pengorbanamu    sungguh  
                                                                 berat  menanggung beban seorang anak yang  
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Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, tuhan pencipta alam semesta yang 
maha pengasih dan penyayang. Barang siapa yang urusannya dimudahkan oleh Alloh 
maka tiada jalan terjal menjadi penghalang dan badai kesulitan sebagai perintang. 
Sholawat serta salam tetap tercurah kepada Rosululloh Muhammad SAW, Inspirator 
dan pelopor dalam bertaukhid, beribadah, berakhlak, bermu‟amalah, serta menyemai 
idealisme diragam bidang kehidupan.  
Karya tulis yang berjudul : “PEREDUKSIAN FUNGSI PENGAWASAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH : Peran Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pemerintah 
Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004”, ini alhamdulillahirobbil’alamin dapat 
diselesaikan meskipun tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kendati 
demikian penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 
hukum ketatanegaraan, meskipun penulis menyadari banyak kekurangan di 
dalamnya, namun tulisan ini merupakan bentuk kontribusi nyata penulis di dalam 
bidang hukum tata negara. 
Tentunya di dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini penulis tidak 
sendirian, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari pihak-pihak yang turut 
membantu di dalamnya, sehingga perkenankanlah dalam kesempatan ini penulis 
menghaturkan ucapan terimakasih kepada : 




     Universitas  Muhammadiyah  Surakarta,  semoga  atas  kepemimpinannya  
     yang   cerdas   dan   bijaksana dapat memajukan Fakultas dari Prestasi dan  
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    baik. 
4. Ibu     Nuswardani,   SH.  SU,   Selaku    pembimbing      akademik     yang   
    bersedia     membimbing     dan     memberi    arahan terbaik  bagi   penulis   
    dalam masalah akademika di Fakultas Hukum. 
5. Segenap   Dosen   Fakultas   Hukum   yang   mendidik   serta   memberikan  
    pencerahan   dalam   ilmu   hukum sehingga banyak asupan ilmu yang telah  
    diberikan   kepada   penulis   selama   study, serta seluruh Staf Administrasi   
    Fakultas Hukum yang telah memberikan akses dan layanan kepada penulis. 
            6.Terimakasih kepada Ibu di alam barzah dan bapak dirumah, berkat do‟a mu  
   Allah telah   menetapkan   takdir -Nya   sehingga penulisan skripsi ini dapat  
   terselesaikan. 
           7. Kakaku   tercinta  (Ambar Setyaningsih) sebagai pengganti Ibu yang selama  




    pengorbananmu.   Untuk    kakak     iparku   (Yudistira    Ardhi    Prawoto)  
    terimakasih   banyak   atas   segala   kebaikan yang engkau barikan kepada  
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    bagiku.  Keluarga besarku (Lik Sarno, Lik ngadinem, Siti, Isti) yang   selalu  
   mengisi keceriaan ditengah keluargaku. 
        10. Kepada teman-teman alumni angkatan 2004   dan sahabat-sahabat karibku,   
              Yudianto, maafkan  aku   sobat   banyak   hal   yang harus  aku  instropeksi,     
              “Memang   benar   jika   kita    berpegang     pada   suatu    idealisme pastilah  
               banyak hal yang harus terkorbankan”. Kawan-kawan  kuliahku  Heru  Agus,  
               Pujianto, Arif, Astri Purwakasari, Diah,Dian, terimakasih atas kerjasamanya  
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        12. Kawan- kawan   BKBH   Fakultas  Hukum angkatan tahun 2004, Mas Saiful,  
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              berorientasi pada Social Responsibility bukan profit oriented.! 
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  25. Penulis    ucapkan    terimakasih    dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya,    
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PERAN     FUNGSI    PENGAWASAN   DEWAN    PERWAKILAN   RAKYAT 
DAERAH   TERHADAP   PEMERINTAHAN   DAERAH   DI DALAM UU NO. 
32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 
 
 MUHAMMAD    HERU      WASKITA,      C 100.040.160,     FAKULTAS 
HUKUM, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2012 
 
Dengan digantinya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
UU No. 32 Tahun 2004 menyebabkan perubahan mendasar terhadap peran fungsional 
DPRD, terlebih terkait tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintahan 
Daerah. Jika sebelumnya di dalam UU No. 22 Tahun 1999, ruang lingkup 
kewenangan DPRD dalam menjalankan peran fungsionalnya sangatlah luas, namun 
di dalam UU No. 32 Tahun 2004 ruang lingkup kewenangan DPRD semakin 
“terbatas”. Hal ini dapat dilihat pada materi perubahan pada UU No. 32 Tahun 2004. 
Pertama, DPRD sudah tidak berwenang lagi untuk memilih Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah. Kedua, Kepala Daerah tidak lagi mempunyai kewajiban untuk 
menyampaikan pertanggungjawaban terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah kepada DPRD, melainkan bertanggungjawab kepada pemerintah pusat 
berdasarkan prinsip dekonsentrasi. Ketiga, DPRD tidak berwenang lagi menolak 
pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam hal pertanggungjawaban yang tidak 
disetujui DPRD. Keempat, pemerintah pusat berwenang untuk mengevaluasi, 








Kata Kunci : Fungsi   Pengawasan   DPRD,      Pemerintah      Daerah     dan    Sistem  
                     Pemerintahan  Sentralistik. 
 
 
